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Belum adanya kesepakatan terhadap perseps smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia
menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran
belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi
pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et a.
2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi
K elembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan
pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPIMN
tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart
city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di
Indonesia.

<hr>

Thelack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problemsin
implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by
smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its
policy in Indonesiawhich is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by
the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et a 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy
makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human
Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction,
Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPIMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today
which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main referencein
smart city development in Indonesia.
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